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Abstract
The judge has independent authority in giving decisions on court cases and rights granted by
law. In the case of a criminal act, the legal process cannot be separated from the matter to be
taken into consideration, namely the purpose or reason for spending in a criminal case. The
reason for crime is always questioned by law enforcers (judges) in the process of proof,
consideration and imposition of decisions.
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Abstrak
Hakim memiliki kewenangan yang merdeka dalam memberikan putusan pada kasus pidanadan
merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang. Dalam kasus tindak pidana, proses hukum
tidak lepas dari hal yang akan dijadikan pertimbangan yaitu tujuan atau alasanpelaku dalam
kasus tindak pidana. Alasan pelaku kejahatan selaludipertanyakanolehparapenegakhukum
(hakim)dalam proses pembuktian, pertimbangan dan penjatuhan putusan pidana untuk
mendapatkan kebenaran berdasarkan tujuan hukum pidana.

Kata kunci : Pertimbangan, Tujuan, Putusan.

I. PENDAHULUAN tetapi larangan ditujukan kepada perbuatan

erbuatan pidana adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan
hukum serta memiliki larangan yang
diserta dengan sanksi (berupa pidana)bagi
seseorang yang telah melanggar larangan.
Perbuatan pidana adalah perbuata aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, akan

(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan
ancaman sanksi pidananya ditujukan kepada
seseorang Yyang sudah melakukan tindak
pidana. Untuk adanyasyarat-syarat penjatuhan
pidana terhadap pembuat/pelaku diperlukan
adanya pembuktian atau perbuatan pidana,
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kemudian dibuktikan schuld atau kesalahan
subjektif pembuat. Moeljatno berpendapat
bahwa teknik bagi hakim untuk menjatuhkan
pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk
yang
pembuat atau pelaku yang tak akan dijatuhkan

memberikan kualifikasi tepat bagi
pidana. Jika perbuatan pidana tidak terbukti,

maka bunyi putusannya ialah  bebas
(vrijspraak) dari segala tuntutan, sedangkan
bila semua unsur perbuatan terbukti, maka
pembuat/pelaku tidak langsung di pidan akan
tetapi di lihat apakah pelaku tindak pidana
mampu bertanggungjawab atau tidak mampu
bertanggungjawab.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua
hal yang terkait erat, di mana perbuatan
dilakukan yang

dilarang dalam hukum pidana, dengan melihat

oleh pelaku. Perbuatan
sikap batin atau keadaan psikis yang dapat
dicela atau kesalahan dari seorang pelaku
tindak pidana. Sekalipun perbuatan telah
sesuai rumusan, ada kemungkinan pelakunya
tidak dapat di pidana karena pada dirinya tidak
ada kesalahan sama sekali, contohnya
seseorang melakukan tindak pidana karena
keadaan psikisnya yang terganggu/ penyakit
jiwa yang berat. Dalam perbuatan pidana,
merujuk pada sifat perbuatan yaitu sifat yang

di larang dengan ancaman pidana dalam
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undang-undang.Oleh karena itu, jika unsur-

unsurobyektif atau subyektif dalam delik

sudah terpenuhi pada terdakwa, maka penegak

hukum (hakim) dapat menjatuhkan putusan

bersalah karena telah terbukti melakukan
perbuatan pidana.

Dalam Black’s Law Dictionary : Motive.
Cause or reason that moves the will and
introduces action. An idea, belief or emotion
that impels or incites one to act in accordance
with his states of mind or emotion.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat
dijelaskan bahwa tujuan/alasan merupakan
istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan
mengapa (alasan) seseorang melakukan tindak
pidana.Tujuan tindak pidana diartikan sebagai
alasan orang melakukan suatu perbuatan
pidana, sehingga dapat dikaitkan dengan niat
seseorang  melakukan  suatu  perbuatan
pidana.Berdasarkan penjelasan diatas, maka
penelitian ini hendak melihat tentang
pembuktian tujuan pelaku dalam pertang-
gungjawaban tindak pidana dalam proses
pembuktian dan pertimbangan hakim dalam
memberikan putusan dalam sidang pengadilan
1. KAJIAN TEORI
2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana
Delik atau Strafbaar feit memuat unsur yakni

suatu perbuatan manusia adalah perbuatan
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yang di larang dan di ancam dengan hukuman
oleh undang-undang vyang berlaku dan
perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang
yang mampu bertanggungjawab. Kata Straf-
baar feit terdiri dari 3 kata, yakni Straf artinya
pidana dan hukuman,baar diterjemahkan
dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata
feitdiartikan dengan tindak, peristiwa, pelang-
garan dan perbuatan. Menurut Moeljatno,
perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang
dilarang dalam undang-undang dan diancam
dengan pidana barangsiapa  melanggar
larangan itu”. Dalam pertanggungjawaban
tidak

perbuatan/tindakan pidana, akan tetapi harus

pidana cukup dengan adanya
adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat
dicela.

Pertanggungjawaban pidana atau lia-
bility sangat lekat dengan tindak pidana. Hal
ini disebabkan karena tanpa adanya tindak
pidana maka tidak akan menimbulkan
pertanggungjawaban pidana sehingga adanya
sanksi bagi

yang memenuhi unsur-unsur

pertanggungjawaban pidana. Dalam
menentukan orang bersalah dan tidak, maka
akan dilihat adanya kesalahan serta danya
yang

hukum/melawan

perbuatan bertentangan  dengan

hukum. Apabila dalam

tindak pidana sudahterpenuhi rumusan delik
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berdasarkan undang-undang maka pelaku
telah melakukan perbuatan yang sifatnya
melawan hukum, karena sifat melawan hukum
menjadi sebagai syarat dalam setiap rumusan
delik.
2.2 Tujuan Pelaku Dalam Tindak Pidana
Peristiwa pidanaselalu dikaitkan ke
tujuan/alasan dari suatu perbuatan pidana, hal
ini membuat masyarakat berpikir akan
penyebab seseorang melakukan tindak pidana.
Jika terjadi kasus tindak pidana, masyarakat
pada umumnya akan bertanya apa tujuan atau
motif seseorang melakukan tindak pidana.
Pengertian motif dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia: motif atau motif alasan
(sebab)

Menurut Eldar & Laist, motif adalah alasan

seseorang  melakukan  sesuatu.
atau kondisi jiwa yang mendorong seseorang
untuk melakukan tindak pidana. Motif adalah
yang
(reason for action). Dengan pengertian seperti

alasan melatarbelakangi  tindakan
ini, motif bisa bertumpangtindih dengan

kesengajaan. Hal ini digambarkan oleh
Glanville Williams sebagai berikut: dalam
tindak pidana pencurian, pelaku memiliki
kesengajaan untuk mengambil barang milik
orang lain dengan sengaja.

Tujuan pelaku melakukan tindak pidana,

apakah itu motif yang baik maupun tidak baik,
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tidaklah

pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini

relevan untuk menentukan
didasarkan pada anggapan bahwa memper-
timbangkan motif pelaku untuk menentukan
pertanggungjawaban pidana akan menim-
bulkan kesulitan dan ketidakpastian. Mes-
kipun motif dianggap tidak relevan untuk
menentukan  pertanggungjawaban  pidana
pelaku, dalam praktiknya motif bisa dipertim-
bangkan oleh jaksa untuk menentukan berat
atau ringannya tuntutan dan oleh hakim untuk
menentukan berat atau ringannya pidana.
Gagasan yang menganggap bahwa motif tidak
perlu dipertimbangkan untuk menentukan
tanggungjawab pidana seorang pelaku tindak
pidana ditegaskan oleh Cesare Beccaria yang
mengatakan bahwa kalau motif setiap pelaku
tindak pidana harus dipertimbangkan untuk
menentukan tanggungjawab pidananya, itu
ibarat menerapkan hukum pidana yang
berbeda-beda untuk masing-masing pelaku,
karena masing-masing pelaku  mungkin
memiliki motif yang berbeda pula.

Pada dasarnya, jika motif menjadi unsur
yang harus dipertimbangkan, maka hal ini
akan memberi kemungkinan bagi setiap orang
untuk menilai sendiri perbuatan yang akan
mereka lakukan, termasuk perbuatan pidana.
menilai  bahwa

Sehingga, orang dapat
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motifnya benar, ia akan melakukan sebuah

perbuatan. Akan tetapi, jika pelaku menilai

bahwa motifnya tidak benar, ia tidak akan
melakukan perbuatan itu.

Motif yaitu daya yang menggerakkan
pelaku untuk melakukan atau bertingkah laku
dan memiliki niat untuk melakukan tindak
apa Yyang telah

dipikirkan atau direncanakan serta memiliki

pidana sesuai dengan
tujuan. Motif juga dijadikan bahan pertim-
bangan oleh penegak hukum (hakim) dalam
menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan
yang
seseorang melakukan tindak pidana, maka

ketentuan sudah berlaku. Jikalau
motivasi tersebut merupakan keadaan yang
ada dalam diri seseorang yang berkaitan
dengan faktor untuk menggerakkan orang agar
melakukan tindak pidana.

Motif dipergunakan untuk menjelaskan
mengapa seseorang melakukan tindak pidana.
Motif berbeda dari kesengajaan (intent).
Kesengajaan merupakan salah satu unsur yang
ada pada tindak pidana. Akan tetapi, motif
bukanlah unsur dari tindak pidana. Penuntutan
tidak

membuktikan bahwa terdakwa memiliki motif

dalam  perkara  pidana perlu

di dalam melakukan tindak pidana. Motif
umumnya dibuktikan oleh penuntut umum
hakim bahwa

untuk lebih  meyakinkan
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terdakwa bersalah. Pandangan motif menurut
hukum pidana, bahwa motif pelaku entah baik
atau buruk tidak relevan untuk melaksanakan
tanggungjawab pidana. Pandangan ini didasari
anggapan bahwa mempertimbangkan motif
pelaku akan menimbulkan kesulitan dalam
penerapan pidana.Argumen untuk mendukung
pendapat bahwa motif tidak perlu dibuktikan
atau dipertimbangkan adalah argumen bahwa
secara eksplisit motif tidak di sebut sebagai
salah satu unsur tindak pidana.
Apabila dibuktikan
melihat perilaku terdakwa maka adanya
yang
dilakukan karena alasan serta adanya perilaku

motif dengan

beberapa perilaku atau tindakan
yang dikarenakan oleh motif. Motif dalam
tindak pidana memiliki hubungan dengan
unsur tindak pidana. Dalam hal ini motif dapat
termasuk dalam unsur subyektif. Motif adalah
suatu kemauan yang dimiliki oleh seseorang
dan menggerakkan manusia untuk bertingkah
laku, sehingga dalam melakukan tindak
pidana, seseorang telah memiliki motif. Dalam
melakukan perbuatan tersebut, pelaku telah
memiliki  tujuan-tujuan  tertentu  untuk
mendorong si pelaku untuk melakukan tindak

pidana.
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2.3 Teori Pembuktian Dalam Perkara

Pidana

Pembuktian merupakan salah satu proses yang
penting, karena pembuktian dalam hal alat
bukti akan dihadirkan didalam persidangan
serta akan menjadi tolok ukur bagi penegak
hukum (dalam hal ini hakim) dalam membuat
suatu

pertimbangan dalam  memutuskan

perkara pidana. Pembuktian merupakan
kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang
dibenarkan undang-undang dan yang boleh
dipergunakan hakim membuktikan kesalahan
yang didakwakan.Hakim dalam memeriksa
kasus pidana, akan menjatuhkan putusan
sesuai dengan barang bukti yang telah
dihadirkan pada persidangan. Hakim dalam
memeriksa perkara dengan tujuan untuk
ditemukannya kebenaran materiil dan untuk
menemukan kebenaran mengalami kesulitan
karena:

a. Kebenaran materiil yang akan ditemukan
tersebut sudah lampau waktu (terlalu
lama);

b. Oleh karena itu alat-alat bukti berupa saksi-
saksi menjadi relatif dan kabur.

Pembuktian ialah mencari kebenaran akan

peristiwa-peristiwa sehingga dengan demikian

akan diperoleh kepastian bagi hakim tentang

kebenaran peristiwa tertentu. Perkara pidana
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dibawa ke persidangan dengan maksud untuk
memperoleh keputusan yang setimpal atas
perbuatan terdakwa, unsur keyakinan hakim
dipersyaratkan bagi perkara pidana.
Pembuktian bertujuan untuk mencari
dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang
terdapat pada suatu perkara, jadi bukan untuk
mencari-cari kesalahan terdakwa. Pembuktian
dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam
menjatuhi pidana pada seorang yang tidak
bersalah. Oleh karena itu, hakim dalam
pembuktian di persidangan harus benar-benar
memastikan apakah peristiwa pidana tersebut
terjadi, memastikan apakah kejadian tersebut
adalah tindak pidana atau bukan, dan melihat
bukti-bukti yang ada atau alasan-alasan yang
menyebabkan peristiwa tersebut.
bukti
untuk melihat kejelasan

Dalam perkara pidana alat
memiliki  fungsi
dalam memutuskan terdakwa bersalah atau
benar dalam sidang di pengadilan. Dengan

adanya alat bukti tersebut, maka suatu kasus

pidana akan semakin jelas. Pembuktian
bertujuan  untuk  mengetahuipenyebabdan
membuktikan  apakah  perbuatan  yang
didakwakan  kepada  terdakwa  dalam
persidangan di pengadilan terbukti atau tidak.
Pembuktian  merupakan tindakan untuk
menghadirkan alat-alat bukti yang
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dibenarkan/ditentukan oleh undang-undang,
untuk membuktikan apakah benar terdakwa
sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai
orang yang patut dipersalahkan dalam perkara
tersebut. Dalam pembuktian, akan dilakukan
kegiatan =~ membuktikan  yaitu  dengan
menghadirkan alat bukti dan barang bukti dan
melakukan verifikasi untuk memperoleh
kebenaran.

Apabila terbukti bahwa benar suatu
peristiwa tindak pidana telah terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya,
maka terdakwa harus bertanggungjawab.
Dalam proses pembuktian, ada dua hal yang
ingin  dibuktikan yaitukebenaran peristiwa
pidana yang didakwakan (unsur obyektif) dan
kebenaran terdakwa sebagai pelaku yang
dapat bertanggungjawab (unsur subyektif).
Dalam proses pembuktian di persidangan yang
akan dilakukan dalam pengungkapan fakta
yaitu melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan
ahli dan pemeriksaan barang bukti dan alat
bukti. Dengan mengungkapkan fakta serta
alat-alat bukti ke muka sidang oleh Jaksa
Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan
majelis Hakim akan melakukan analisis fakta

dan hukum.



2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara
Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan atau
lembaga yang sangat menentukan isi dan
kekuatan kaidah hukum positif. Agar terwu-
judnya kekuasaan kehakiman maka perlu
adanya tindakan pemeriksaan, penilaian serta
penetapan nilai perilaku manusia dalam
menyelesaikan persoalan dan hukum dijadikan
patokan yangobjektif.

Sehingga, dengan

adanya kewenangan tersebut dalam hal
melaksanakan tugas serta pertimbangan hakim
dalam persidangan harus bersifat profesional,
arif dan bijaksana.Alasan-alasan/pertimbangan
yang dipakai oleh hakim untuk pertimbangan
hukum akandijadikan dasar untukmemutus
perkara.

Setiap  pertimbangan hakim harus
mengandung keadilan bagi semua pihak yang
berperkara. Kemudian, dalam pertimbangan
hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik
dan teliti. Hal ini agar para pihak yang
berperkara merasakan keadilan karena putusan
hakim  merupakan serangkaian  proses
penjatuhan pidana pada terdakwa maka hakim
harus berpedoman pada pembuktian untuk
menentukan terdakwa bersalah.Apabila dalam
tidak

terbukti secara sah atau meyakinkan mela-

persidangan  pembuktian, terdakwa
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kukan tindak pidana maka putusan hakim
yaitu putusan pembebasan atau vrjspraak.
Menerima, memeriksa dan memutuskan
perkara yang diajukan berdasarkan asas bebas,
jujur, dan adildalam persidangan, dengan
menjatuhkan suatu putusan adalah tugas
pokok hakim.

Putusan hakim akan dihargai dan
mempunyai nilai kewibawaan jika putusan
tersebut dapat mewakili rasa keadilan hukum
masyarakat dan juga merupakan sarana bagi
masyarakat pencari keadilan untuk menda-
patkan kebenaran atau keadilan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim
harus memperhatikan serta mengusahakan
semaksimal mungkin agar jangan sampai
putusan tersebut memungkinkan timbulnya
perkara baru (sedapat mungkin para pihak
dalam perkaratidak mengajukan banding atau
upaya hukum lainnya).

Putusan hakim merupakan mahkota dan
puncak dari suatu perkara yang sedang di
periksa dan di adili oleh hakim tersebut.
Sehingga, hakim dalam membuat putusan
harus memperhatikan

segala aspek

didalamnya, perlu adanya kehati-hatian,

cermat, dan harus adanya kecakapan teknik

membuatnya.



Sehingga pada proses penjatuhan putusan,
hakimharus meyakini dan berpedoman pada
pembuktian yang dihadirkan dalam persi-
dangan dan dapat menentukan bahwa
terdakwa bersalah. Sehingga, hakim mena-
ngani kasus pidana akan memberikan putusan
penjatuhan pidana kepada terdak-waapabila
terbukti melakukan tindak pidana sebaliknya
apabila terdakwa tidak terbukti melakukan
tindak pidana maka hakim harus memberikan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang
ada.
I1l. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian adalah studi kasus dengan metode
deskripstif pada persidangan, yaitu mengana-
lisa data-data yang disajikan dalam laporan
perkara sesuai dengan pelanggaran hokum
yang lakukan oleh terdakwa.
IV. HASIL PENELITIAN

Pertimbangan hakim dan pembuktian
dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hakim
dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan
pada bukti yang ada pada persidangan.
Sebaliknya, seorang terdakwa tidak dapat
menyangkali perbuatannya jika terdapat alat
bukti

terdakwa

yang menguatkan bahwa seorang

tersebut benar-benar telah

melakukan tindak pidana. Salah satu tugas
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hakim adalah mengungkapkan fakta-fakta
persidangan dengan tujuan untuk memeriksa
perkara pidana sesuai alat bukti, dan akan
dijadikan pertimbangan dalam memutuskan
perkara pidana yang sedang diperiksa.Apakah
perkara itu terbukti sebagai tindak pidana atau
tidak terbukti sebagai tindak pidana. Sehingga,
pertimbangan hakim harus mengacu pada
hasil pembuktian selama proses pembuktian
dalam persidangan yang diperoleh melalui
fakta-fakta  persidangan.Pembuktian  dan
pertimbangan hakim dua hal yang tidak
dapatdipisahkan ~ karena  hakim  harus
mempertimbangkan hal-hal yang terungkap
dalam persidangan melalui fakta-fakta dalam
persidangan.Dalam proses pembuktian kasus
tindak pidana, mengacu pada tiga hal yaitu
adanya kesalahan, sifat melawan hukum dan
Apabila

ketiga unsur di atas terpenuhi, maka seorang

kemampuan  bertanggungjawab.
terdakwa dapat dituntut di depan pengadilan
serta di kenai sanksi pidana.

Sistem  pertanggungjawaban  pidana
(criminal responsibility) dikenal dengan asas
kesalahan.Tugas dan wewenang hakim adalah
memeriksa, mengadili dan menjatuhkan
putusan harus berdasarkan hukum yang
berlaku dan berdasarkan keyakinan hakim,

tidak semata berdasarkan pada logika hukum
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semata. Hakim dalam memutuskan terdakwa
tidak,
kesalahan serta perbuatan yang dilakukan dan

bersalah  ataupun harus adanya
bertentangan dengan hukum.

Dalam menjatuhkan penjatuhan pidana,
hakim harus memutuskan perkara berdasarkan
pada teori pembuktian. Salah satu teori yaitu
ratio decidendi. Teori ini mempertimbangkan
segala aspek yang berkaitan dengan pokok
perkara serta mencari peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan pokok perkara
yang disidangkan sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim
harus didasarkan pada alat bukti yang jelas
agar dapat hukum dan memberikan keadilan
bagi para pihak. Hakim dalam memutuskan
suatu perkara pidana harus memiliki rasa
keadilan, kebijaksanaan, ketepatan, kecer-
matan, ketelitian, sehingga dengan itu semua
maka akan menghasilkan putusan yang baik
serta berkeadilan. Majelis Hakim dan penunut
umum membuktikan motif dalam kasus tindak
pidana  agar benar

supaya dapat

mengungkapkan  perbuatan pidana dan

pembuktian perkara pidana ini merupakan
salah satu strategi bagi Jaksa Penuntut Umum
agar hakim bahwa

meyakinkan majelis

terdakwa bersalah dan perbuatan terdakwa
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memenuhi unsur subyektif dalam tindak
pidana.
Dalam teori kesalahan tidak membutuhkan
motif dalam pertanggungjawaban pidana,
karena dalam pertanggungjawaban pidana ada
tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu
kemampuan bertanggungjawab, adanya kesa-
lahan dan kealpaan.
Dalam kasus tindak pidana, motif
dipergunakan untuk menjelaskan mengapa
seseorang melakukan tindak pidana. Motif
berbeda dari kesengajaan (intent), kesengajaan
merupakan salah satu unsur yang terdapat
semua tindak pidana. Namun, motif bukan
unsur tindak pidana. Penuntutan dalam
perkara pidana tidak perlu membuktikan
bahwa terdakwa memiliki motif di dalam
melakukan tindak pidana. Motif umumnya
dibuktikan oleh penuntut umum untuk lebih
meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah.
Sehingga, jikasudah terpenuhi unsur kesalahan
makaterdakwa dapat dipidanakan sesuai
dengan undang-undang yang berlaku tanpa
melihat motif apa terdakwa melakukan tindak
pidana. Motif tidak relevan dalam pertang-
gungjawaban pidana di mana sudah
terpenuhinya unsur kesalahan, maka dapatlah

terdakwa di jatuhi pidana.



Dalam jurnal The Irrelevance of Motive
and The Rule of Law”, Eldar & Laist
berpendapat bahwa motif adalah alasan atau
kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk
melakukan tindak pidana. Atau dengan kata
lain, motif adalah alasan yang melatar-
belakangi tindakan (reason for action). Dalam
hal ini, motif seorang pelaku tindak pidana,
apakah itu motif yang baik atau tidak baik,
tidaklah

pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini

relevan untuk menentukan

didasarkan pada anggapan bahwa

mempertimbangkan  motif pelaku untuk
menentukan pertanggungjawaban pidana akan
menimbulkan kesulitan dan ketidak- pastian.
Meskipunmotif dianggap tidak relevan
untuk  menentukan  pertanggungjawaban
pidana pelaku, dalam praktik motif bisa
dipertimbangkan oleh jaksa untuk menentukan

berat atau ringannya tuntutan dan oleh hakim

untuk menentukan berat atau ringannya
pidana. Secara historis, gagasan yang
menganggap bahwa motif tidak perlu

dipertimbangkan untuk menentukan tanggung

jawab pidana seorang pelaku tindak

pidana.Motif setiap pelaku tindak pidana
harus dipertimbangkan untuk menentukan
ibarat

tanggung jawab pidananya, itu
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menerapkan hukum pidana yang berbeda-beda
untuk masing-masing pelaku, karena masing-
masing pelaku mungkin memiliki motif yang
berbeda-beda.

menggerakkan seseorang untuk bertingkah

Motif adalah daya yang

laku serta memiliki niat untuk melakukan
tindak pidana sesuai dengan apa yang telah
diinginkan serta memiliki tujuan atau maksud
tertentu. Sehingga, motif akan dijadikan oleh
hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu hal yang terpenting dalam
tindak pidana yaitu adanya bukti dan jika
unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi
maka seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana.
Berdasarkan asas legalitas, adanya undang-
undang yang telah menetapkan perbuatan
terlebih  dahulu,

tindak pidana sehingga

terdakwa  dapat  dipertanggungjawabkan
dengan melihat unsur kemampuan bertang-
gungjawab, kesengajaan (dolus) dan kealpaan
(culpa) serta adanya alasan penghapus pidana.
Dengan demikian, maka motif dijadikan
pertimbangan hakim dalam kaitan penentuan
berat ringannya suatu pidana yang akan
dijatuhkan kepada terdakwa.

V. KESIMPULAN
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Dalam hukum pidana, hal yang ditekankan
bahwa dalam teori kesalahan tidak mem-
butuhkan motif. Akan tetapi, dalam pertang-
adalah

kemampuan bertanggungjawab; kesengajaan

gungjawaban  pidanahal  utama
(dolus) dan kealpaan (culpa) dan; alasan
pemaaf (unsur subyektif). Dalam tindak
pidana yang dibuktikan adalah unsur obyektif
dan unsur subyektif, ketika kedua unsur
tersebut terpenuhi maka perbuatan tersebut
harus dibuktikan dan terdakwaharus memper-
tanggungjawabkan perbuatannya. Motif hanya
dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam
menentukanpelaku tindak pidana tidak perlu
dibuktikan karena motif hanya digunakan
sebagai pertimbangan hakim dalam menja-
tuhkan pidana.

Hakim dalam mempertimbangkan motif
atau alasan dalam putusan perkara tindak
pidana dengan alasan bahwa jika mengetahui
motif seorang terdakwa melakukan tindak
pidana, maka akan semakin jelas tujuan dan
maksud pelakudalam melakukan tindak

pidana. Mengetahui motif pelaku tindak

pidana adalah cara untuk meyakinkan hakim

bahwa terdakwa benar bersalah serta

mempertimbangkan berat ringannya suatu

putusan bagi terdakwa.
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